
WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WAUKOTA DENPASAR

NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

PENlABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANlA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007

Menimbang

Mengingat

WAUKOTA DENPASAR,

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2007, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2007 sebagai landasan
operasional Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran
2007;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang

Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan bangunan
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II
Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran
NegaraRepublikIndonesia Nomor 3465);

3. Undang-UndangNomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-UndangNomor 34 Tahun
2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerahdan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang
Sea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(Lembanan Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3688);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas
dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang
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Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomon 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Repubtik Indonesia Nomor 4421)

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana tetah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
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Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4548);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
PerimbanganKeuanganantara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonqsia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pembinaan dan Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintahaan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 41, Tambahan Lembanan Negara
Republik Indonesia Nomor 4090)

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001
tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran NeganaRepublik Indonesia
Nomor 4138);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
tentang Retribusi Daenah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4139);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinandan Anggota Dewan PerwakilanRakyat
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Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
sebagaimana tetah beberapa kali diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005
tentang Penubahan kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembanan Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4659);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Badan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesia Nomor 4503);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4574);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesia Nomor 4576);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005
tentang Hibah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4577);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang PelaporanKeuangandan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
KeuanganDaerah
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Pasall

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26
Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan
Anggarar. Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2007;

28. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun
2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota
Denpasar Tahun 2007 Nomor 1);

;
MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN WAUKOTA TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007
terdiri atas :
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1. Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah
b. Dana Perimbangan
c. Lain-lain Pendapatan

yang sah
Jumlah Pendapatan

2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai
2) Belanja Bunga
3) Belanja Subsidi
4) Belanja Hibah
5) BeJanja Bantuan SosiaJ
6) BeJanja Bagi Hasil ,

Rp. 119.715.952.502,00
Rp. 390.451.805.631,00

Rp. 39.356.154.000,00
Rp. 549.523.912.133,00

Rp. 262.230.479.858,00
Rp. 0,00
Rp. 0,00
Rp. 1.000.000.000,00
Rp. 3.491.000.000,00
Rp. 4.260.750.000,00
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7) Belanja Bantuan
Keuangan

8) Belanja Tidak Terduga

b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai
2) Belanja Barang dan Jasa
3) Belanja Modal

Jumlah Belanja
Surplus/(Defisit)

3. Pembiayaan :
a. Penerimaan
b. Pengetuaran

Jumlah Pembiayaan Netto

Rp. 7.153.480.000,00

Rp.- 1.500.000.000,00
Rp.279.635.709.858,OO

Rp. 47.138.509.289,00
Rp.153.458.525.852,00
Rp. 73.927.955.934,00

Rp.274.524.991.075,00
Rp.554.160.700933,00
Rp. (4.636.788.800,00)

Rp. 6.636.788.800,00
Rp. 2.000.000.000,00

Rp.4.636.788.800,00

Sisa lebih pembiayaan Anggaran tahun
berkenan Rp. -

Pasal2
Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I
Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih
lanjut dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam pasal 2 dan 3 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Walikota Denpasar.
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Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini
dituangKan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai denqan ketentuan Peraturan
perundang-undangan ...

Pasal6

~ Peraturan Walikota Denpasar ini mulai berlaku pada tanggal
diundanqkan,

Agai setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota inj dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 31 Januari 2007

WAUKO~ DENPASAR,

~A:O:
Diundangkan dalam senta Daerah Kota Denpasar
Nomor 3 tanggal 31 Januari 2007
SEKRETARISDAERAHKOTA DENPASAR

BERITA DAERAHKOTA DENPASARTAHUN 2007 NOMOR 3
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